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Manusia sebagai mahluk sosial yang sering melakukan hubungan komunikasi 

kepada sesamanya itu terikat oleh hukum yang mengatur gerakan manusia. 

Bukan berarti hukum tersebut sebagai pembatasan dalam kebebasan manusia 

namun lebih kepada mengatur tindakan manusia yang terkadang bersifat 

meresahkan orang lain. Dalam memelihara dan mejalankan keamanan tidak 

cukup hanya diatur oleh hukum pidana saja. Peraturan khusus harus dibuat untuk 

melengkapi kekosongan hukum agar terjaminnya kelengkapan aturan demi 

penegakannya kepastian hukum. Peraturan khusus ini juga harus merangkul 

prosedur-prosedur yang tepat untuk mengantarkan seorang pelaku kejahatan 

sampai di muka persidangan yang biasa dikenal dengan hukum pidana formil 

yang mengatur beberapa ketentuan. Hukum sdebagai sarana untuk mereka sorial 

sesuai dengan teori hukum oleh Roscoe Pound “law is as social enginerring” 

mencoba mengantarkan kita kepada sebuah kenyataan bahwa hukum itu dapat 

berperan sebagai media untuk mengubah prilaku manusia, atau dengan perkataan 

lain bahwa manusia dapat diubah prilakunya dengan atau media media hukum. 

Untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk trafficking, dan sebagai 

salah satu wujud keprihatinan yang sangat mendalam terhadap berbagai kasus 

trafficking yang terjadi di Indonesia, maka Pemerintah Republik Indonesia 

mengesahkan Undang Undang khusus sebagai bukti bahwa Pemerintah 

Indonesia tidak menutup mata ataupun tinggal diam atas beberapa kasus Tindak 

Pidana Perdagangan Orang tersebut, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan 

dan memeberlakukan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, atau biasa disebut Human 

Trafficking. Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 selain 

memberikan landasan hukum dalam menanggulangi perdagangan orang, dimana 

adanya pengaturan mengenai definisi perdagangan orang dan tindakan tegas 

terhadap pelaku perdagangan orang. Dalam Undang-Undang ini juga 

memberikan kejelasan mengenai perlindungan terhadap korban dan saksi 

perdagangan manusia, di antaranya keamanan pribadi dari ancaman fisik dan 

mental, kerahasiaan identitas saksi, pemberian keterangan saat pemeriksaan di 



sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka, serta pemberian 

rehabilitasi medis dan sosial dari negara. Mengenai restitusi tersebut tidak hanya 

satu penegak hukum saja yang menerapkan tetapi mesti ada keterpaduan dan 

kerjasama dalam menerapkan restitusi kepada pelaku untuk korban tindak pidana 

perdagangan orang. 

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisis tentang kriteria korban 

tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi dan untuk 

menganalisis tentang pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana 

perdagangan orang sudah mencerminkan nilai keadilan. 

Dalam hal ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Sifat 

Penelitian, yaitu Preskriftip, Tipe Penelitian, yaitu kekaburan norma, Pendekatan 

Penelitian, yaitu statue approach, conceptual approach. Oleh karena itu di perlu 

dilakukan telaah kepustakaan dengan berpedoman kepada literatur, baik berupa 

buku-buku, jurnal hukum, maupun peraturan perundang-undangan. 

Hasil penelitian ini  menunjukan bahwa: 

1. Kriteria korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan 

restitusi sejak korbanmelaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian 

Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan 

dengan penanganan tindak pidana yangdilakukan. Penuntut umum 

memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, 

selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yangdiderita 

korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. 

Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri 

gugatan atas kerugiannya. 

2. Pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang belum 

mencerminkan nilai keadilan. Hal ini disebabkan masih tidak otomatis ketika 

korban TPPO yang perkaranya sudah diputus oleh pengadilan dan 

mempunyai kekuatan hukum tetap akan mendapatkan hak restitusinya, yang 

sejatinya hal ini didapatkan korban TPPO ketika perkaranya sudah 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci: Restitusi; Korban; Perdagangan Orang; dan Peradilan Pidana 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang kriteria korban tindak pidana 

perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi dan untuk menganalisis tentang 

pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana perdagangan orang sudah 

mencerminkan nilai keadilan, Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum normatif, 

Sifat Penelitian, yaitu Preskriftip, Tipe Penelitian, yaitu kekaburan norma, 

Pendekatan Penelitian statue aprroach, conceptual approach..  

Dari hasil penelitian ini memerlihatkan sesungguhnya yaitu, bahwa:  Pertama, 

Kriteria korban tindak pidana perdagangan orang yang dapat diberikan restitusi 

sejak korbanmelaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara 

Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan 

penanganan tindak pidana yangdilakukan. Penuntut umum memberitahukan 

kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut 

umum menyampaikan jumlah kerugian yangdiderita korban akibat tindak pidana 

perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak 

menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya. 

Hasil penelitian yang Kedua, Pengaturan terhadap restitusi korban tindak pidana 

perdagangan orang belum mencerminkan nilai keadilan. Hal ini disebabkan 

masih tidak otomatis ketika korban TPPO yang perkaranya sudah diputus oleh 

pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap akan mendapatkan hak 

restitusinya, yang sejatinya hal ini didapatkan korban TPPO ketika perkaranya 

sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. 
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Abstract 

 

Keywords: restitution; victims; trafficking; and Criminal Justice System 

 

The purpose of this research is to analyze the criteria for victims of human 

trafficking who can be granted restitution and to analyze the regulation of 

restitution for victims of human trafficking that reflects the value of justice. The 

nature of research, which is prescriptive; the type of research, which is norm 

ambiguity; the research approach, which is a statue approach; the conceptual 

approach; and the case approach. 

The results of this research show that:  First, Criteria for victims of trafficking 

crime who can be given restitution since the victim reported the case to the local 

Indonesian National Police and handled by investigators along with the handling 

of the criminal offense committed. The public prosecutor informs the victim about 

his/her right to apply for restitution, then the public prosecutor submits the 

amount of loss suffered by the victim due to the criminal act of human trafficking 

together with the indictment. This mechanism does not eliminate the victim's right 

to file a lawsuit for their own losses. Second, the regulation on restitution for 

victims of trafficking crime has not yet reflected the value of justice. This is 

because it is still not automatic when victims of TPPO whose cases have been 

decided by the court and have permanent legal force will get their restitution 

rights, which are actually obtained by victims of TPPO when the case has 

permanent legal force. 
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